
Halaman 1 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setelah memperoleh evaluasi dari Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan dinyatakan 
sesuai dengan kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 
dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Bupati, maka ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

BUPATI NGADA, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA 

TAHUN ANGGARAN 2019 

BUPATI NGADA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 



Halaman 2 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa 
kali, terakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun 2015tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor 23 
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah 
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
1958 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl655); 

Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 1. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019; 
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Rp. 845.490.243.216,00, 
Rp. 862.515.409.140,00.- 

Rp. (17.025.165.924,00) 

a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 
c. Surplus/ (Defisit) 
d. Pembiayaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Ngada Tahun Anggaran 2019sebagai berikut : 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATINGADA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA 

Dengan Persetujuan Bersama 

8. Peraturan Daerah KabupatenNgadaNomor3Tahun 2017tentangPengelolaanBarangMilik Daerah (Lembaran Daerah 
KabupatenNgadaTahun 2017Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2); 

7. Peraturan Daerah KabupatenNgadaNomorlTahun 2010tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran 
Daerah KabupatenNgadaNomor 1 Seri E Nomorl ); 
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah Rp.23.676.589.421,00 
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenispendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Rp. 8.520.393.000,00 
b. Dana Alokasi Umum Rp. 487.971.775.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 148.350.694.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri darijenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.6.272.490.243,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.110.008.700,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang dipisahkan sejumlah Rp.1.953.487.481,00 
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah sejumlah Rp.36.769.277.016,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.51.105.263.440,00,- 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.644.842.862.000,00,- 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.149.542.117.776,00,- 

Pasal 2 

Rp. l 7.025.165.924,00, 
Rp. 0,00 

Rp. l 7.025.165.924,00, 
Rp. 00 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 
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(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 

Pasal 4 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenisbelanja: 
a) Belanja Pegawai sejumlah Rp.44.141.790.942,00,- 
b) Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.149.211.126.972,00,- 
c) Belanja Modal sejumlah Rp.187.027.956.038,00,- 

Rp.160.329.235.413,00, 
Rp. l.500.000.000,00,- 

810.000.000,00'- Rp. 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridarijenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.283.173.899.760,00,- 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp 7.400.400.000,00,- 
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 28.921.000.015,00,- 
d. BelanjaBagiHasilkepadaProvinsi/ 

Kabupaten/ Kota danPemerintahDesa 
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa sejumlah 

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp.482.134.535.188,00,- 
b. Belanja langsung sejumlah Rp.380.380.873.952,00,- 

Pasal 3 

Rp.15.431.722.355,00 
Rp. 110.433.806.000,00 

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 
c. Dana Penyesuaian dan Otonorni Khusus 
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1. Lampiran I 
2. Lampiran II 
3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 
5. Lampiran v 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 
10.Lampiran x 
11. Lam piran XI 

12. Lam piran XII 
13.Lampiran XIII 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah danOrganisasi SKPD; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelurnnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali 
dalam tahun anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan O bligasi Daerah 

Pasal5 

(2) Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a berupa jenispembiayaanSisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 17.025.165.924,00,- 

Rp.17 .025.165.924,00, 
Rp. 00 

a) Penerimaan sejumlah 
b) Pengeluaran sejumlah 
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YOHAN S GHAE, SH 
PEMBINA TK. I 

NIP.196809161999031009 
HIRONIMUS REBA WATU 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 8 
NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA 
TIMUR; 09/2018 

ttd 

Salinan sesuai denga slinya 
UKUM, 

Diundangkan di Bajawa 
pada tanggal 6 Desember 2018 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

Plt. BUPATI NGADA, 

ttd 

PAULUS SOLIWOA 

Ditetapkan di Bajawa 
pada tanggal 6 Desember 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngada. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Bupatimenetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 
Anggaran 2019sebagai landasan operasional pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 6 
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